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ABSTRAK 

ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN  PAJAK AIR PERMUKAAN  

(PAP) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA BADAN 

PENDAPATAN DAERAH  PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2022 

Oleh 

NUR RAMADYA PUTRI 

Pajak air permukaan merupakan pungutan daerah (Provinsi) atas pengambilan dan 

pemanfaatan air permukaan yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk 

air laut kecuali air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat. Diantara pajak daerah 

lainnya, Pajak Air Permukaan (PAP) merupakan potensi baru bagi penerimaan 

pendapatan daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kontribusi 

pemungutan Pajak Air Permukaan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) di Provinsi Lampung. Penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian, Pertumbuhan Pajak Air Permukaan mengalami 

kenaikan dari tahun ke tahun. 

Kata kunci : pajak, air permukaan, pendapatan, kontribusi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang 

memberikan kontribusi yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan 

bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia 

dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. 

Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat 

Bersama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan 

pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. 

Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial sebagai salah satu 

sumber penerimaan negara yang sangat efektif, sektor pajak merupakan pilihan 

yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan 

cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Jenis 

pungutan di Indonesia terdiri dari pajak Negara (pajak pusat), pajak daerah, 

retribusi daerah, bea cukai dan penerimaan Negara bukan pajak. Salah satu pos 

Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) adalah pajak daerah.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang pajak 

daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah juga 
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merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai 

pelaksanaan pemerintah daerah. 

   Sumber penerimaan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah, hasil 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-

lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. 

Pada pasal 6 UU No 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa 

PAD bersumber dari : 

1. Pajak Daerah 

Menurut Undang-undang No 34 tahun 2000 pajak daerah didefinisikan 

sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada 

daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 

Menurut undang-undang No 1 tahun 2022 tentang pajak daerah. Pajak-

pajak daerah antara lain berasal dari penerimaan pajak hotel, restoran, 

hiburan, penerangan jalan, reklame, dan golongan c.  

Jenis pajak daerah terdiri dari atas Pajak Provinsi dan Pajak 

Kabupaten/Kota. Pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah 

provinsi terdiri dari atas : 

a. Pajak Kendaraan Bermotor 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

d. Pajak Air Permukaan 

e. Pajak Rokok. 
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Sementara Pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota 

terdiri atas : 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran 

c. Pajak Hiburan  

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Penerangan jalan 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

g. Pajak Parkir 

h. Pajak Air Tanah 

i. Pajak Sarang Burung Walet 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

 

2. Retribusi Daerah 

Retribusi daerah dapat didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang 

atau badan kepada pemerintah daerah dengan konsekuensi pemerintah 

daerah memberikan jasa pelayanan atau perizinan tertentu yang langsung 

dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Perbedaan mendasar antara pajak 

dan retribusi adalah letak pada timbal balik langsung. Pada pajak tidak ada 

timbal balik langsung kepada para pembayar pajak, sedangkan untuk 

retibusi dan timbal balik langsung dari penerimaan retribusi kepada 

penerimaan retribusi. Retribusi daerah dibagi tiga golongan yaitu: 
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a. Retribusi Jasa Umum yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh 

daerah kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan, diantaranya 

adalah pajak hotel, pajak restoran, retribusi obyek wisata.  

b. Retribusi jasa Usaha, yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh 

daerah berkaitan dengan penyediaan layanan yang belum memadai 

disediakan oleh swasta atau penyewaan aset/kekayaan daerah yang belum 

dimanfaatkan. 

c. Retribusi perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah 

dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan 

atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 

sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan 

umum, dan menjaga kelestarian lingkungan. Perijinan tersebut termasuk 

kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas 

desentralisasi (pasal 18 ayat 2 UU No.34 Tahun 2000). 

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah bagian 

keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atau badan lain yang 

merupakan BUMD sedang perusahaan daerah adalah perusahaan yang 

modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang 

dipisahkan.  

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek 

pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada 
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perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada 

perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.  

 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) 

huruf d, meliputi : 

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan  

b. Jasa giro  

c. Pendapatan Bunga  

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, 

Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.  

Berikut ialah tabel 1.1 Realisasi dan Target Pendapatan Tahun 2020-2022 
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Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan 2020-2022 

 
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 
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 Pada tabel diatas ada 5 jenis pajak daerah yang ada di Badan Pendapatan 

Provinsi Lampung yaitu : 

1. Pajak Kendaraan Bermotor 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

4. Pajak Air Permukaan 

5. Pajak Rokok 

Salah satu komponen pajak daerah yang memiliki kontribusi yang penting 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Air Permukaan . Peraturan 

gubernur lampung Nomor 25 tahun 2018 tentang tata cara perhitungan nilai 

perolehan air permukaan sebagai dasar pengenaan pajak air permukaan di 

Provinsi Lampung, sesuai dalam menunjang optimalisasi penerimaan Pajak 

Daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Air Permukaan. 

Pajak Air Permukaan merupakan Pajak atas Pengambilan dan Pemanfaatan 

Air Permukaan, Yang dimaksud dengan  Air Permukaan adalah semua air yang 

berada di atas  permukaan bumi tidak termasuk air laut, kecuali air laut tersebut 

telah dimanfaatkan di darat. Untuk Jenis Pungutan Pajak Air Permukaan, Objek 

dari Pajak Air Permukaan adalah : 

1. Pengambilan air permukaan; 

2. Pemanfaatan air permukaan; dan 

3. Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan; 
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Sedangkan pengecualikan dari objek Pajak Air Permukaan, yaitu : 

1. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar 

rumah tangga; 

2. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan pengairan 

pertanian dan perikanan rakyat; 

3. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan oleh Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah; 

4. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan 

peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran, penelitian  serta 

penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan 

lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turutannya. 

Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan 

dan/atau pemanfaatan air permukaan, Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan 

yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung merupakan sebuah badan yang 

mempunyai tugas sebagai pengelola pendapatan daerah dalam pemungutan pajak 

dan retribusi daerah. Badan Pajak dan Retribusi daerah dituntut terus 

meningkatkan pendapatan asli daerahnya guna tercapainya target penerimaan 

pendapatan asli daerah setiap tahunnya yang biasa menjadi tolak ukur 

keberhasilan otonomnya. Semakin besar pendapatan daerah maka semakin baik 

pula keberhasilan pemerintah daerah. 

Untuk menguji kontribusi pajak air permukaan terhadap Penerimaan Asli 

Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2022 serta untuk menegetahui apakah 

telah dilaksanakan secara maksimal dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dalam 

laporan akhir dengan judul “ Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Air 

Permukan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Lampung 2020-2022” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Berapa Besar Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan pada 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung tahun 2020-2022 ? 

2. Berapa Besar Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung tahun 2020-2022 ? 

3. Berapa Kontribusi Penerimaan Pajak Air Permukaan tahun 2020-2022 ? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan perumusan masalah yang ada    

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui berapa besar target dan realisasi penerimaan Pajak Air 

Permukaan pada Badan  Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 

2020-2022 ? 

2. Untuk mengetahui berapa besar target dan realisasi Pendapatan Asli 

Daerah ( PAD ) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 

2020-2022 ?  

3. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi penerimaan Pajak Air 

Permukaan Tahun 2020-2022 ? 
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1.4 Manfaat Penulisan 

Berdasarkan Pada tujuan penulisan laporan akhir di atas, penulisan 

mengharapkan tercapainya manfaat dan kegunaan dari laporan akhir ini yaitu :  

1. Bagi Penulis  

Penulisan ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan, informasi, 

referensi, dan wawancara tentang Pajak Daerah, Pajak Air Permukaan, dan 

Pendapatan Asli daerah  ( PAD ) pada Dinas Pendapatan Provinsi 

Lampung. 

2. Bagi Pembaca  

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai Pajak 

Daerah, Pajak Air Permukaan, dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Dan 

dapat dijadikan behan referensi antara teori dengan kenyataan yang terjadi 

serta sebagai sumbangan pemikiran bagi pembaca untuk dikembangkan 

lebih luas. 

3. Bagi Universitas 

Penulisan ini dapat membantu Universitas dalam memberikan Pendidikan 

bagi manusia secara langsung mempraktikan ilmu yang telah diberikan 

dibangku perkuliahan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Pengertian Pajak  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat ( 1 ) adalah kontribusi wajib 

kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Ada 3 Sistem Pemungutan Pajak menurut Suparnyo (2012:29)  

adalah sebagai berikut : 

a. Official Assessment System  

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang 

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya 

pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri dari Official Assessment 

System adalah sebagai berikut : 

1. Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiscus.  

2. Wajib Pajak bersifat pasif, menunggu ketetapan fiscus mengenai besarnya 

utang pajak.  

3. Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan SKP oleh fikus atau aparat pajak 

yang ditunjuk 
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b. Self Assessment System  

Self Assessment System adalah suatu pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada WP untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 

terutang. Dalam sistem ini Wajib Pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya 

guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam 

menyetorkan pajaknya.   

Ciri-ciri dari Self Assessment System adalah sebagai berikut :  

1. Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada WP sendiri  

2. WP aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak 

yang terutang  

3. Fiscus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

 

c. With Holding System  

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiscus dan bukan Wajib 

Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

oleh Wajib Pajak.  

Mardiasmo (2011:8) menyatakan ciri-ciri dari With Holding System 

adalah wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, 

selain fiscus dan Wajib Pajak. 

 

2.2 Pendapatan Asli Daerah 

2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah  

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 
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32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah), pendapatan daerah berasal dari 

penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal 

daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan 

yang sah. 

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 yaitu sumber keuangan 

daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari 

hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

Berdasarkan pasal 1 angka 18 pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 

2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang 

diperoleh dari daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu 

sumber pendapatan daerah.  

 

2.2.2 Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan 

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari : 

1. Pajak Daerah 

2. Retribusi Daerah 

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan 

4. Lain-lain PAD yang sah, meliputi : 

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

b. Jasa giro 
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c. Pendapatan bunga 

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap  mata uang asing  

e. Komisi, potongan, atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan 

/ pengadaan barang dan / jasa oleh daerah. 

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-

lain. Penerimaan yang sah, Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber 

keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang 

terdiri: 

a. Pajak Daerah  

Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah 

yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai 

badan hukum public. 

b. Retribusi Daerah 

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran 

pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan 

pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas 

jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. 

c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah 

Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah ialah bagian keuntungan atau 

laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan 

usaha milik daerah. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang 

modalnya Sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang 

dipisahkan.  
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d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

Penerimaan selain yang disebutkan di atas tapi sah. Penerimaan ini 

mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa Gedung dan tanah milik daerah, 

jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan-

penerimaan lain yang sah menurut Undang-Undang. 

 

Komponen-komponen PAD tersebut merupakan penerimaan yang murni 

berasal dari  daerah. Sehingga wajar dan selayaknya apabila peranan PAD dalam 

keuangan daerah merupakan salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi 

daerah yang nyata dan bertanggung jawab di lingkungan masing-masing daerah. 

Mengingat pentingnya sector pendapatan yang menunjang peningkatannya baik 

dari segi structural maupun pengelolaannya. Pemerintah Daerah harus dapat 

mengupayakan peningkatan pendapatan yang berasal dari PAD, sehingga dapat 

memperbesar tersedianya sumber pendapatan daerah.  

Tujuan yang ingin dicapai tentunya digunakan untuk berbagai kegiatan 

pembangunan yang bersifat mandiri. Hal ini berarti akan semakin memperbesar 

keleluasaannya daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai  

dengan rencana, skala prioritas, dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Dengan 

pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu penyangga utama dalam 

membiayai kegiatan-kegiatannya. 

 

2.3 Pajak Daerah 

 

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah  

Berdasarkan undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengertian pajak daerah yaitu kontribusi wajib 
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kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang -undang dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakakmuran rakyat. 

 

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah 

Dasar hukum pajak daerah yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Pajak Daerah, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 

2019 tentang Petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan di 

Provinsi Lampung 

 

2.3.3 Jenis-Jenis Pajak Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022  Tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah dijelakan bahwa pajak daerah terdiri dari 

beberapa jenis yaitu: 

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari : 

a. Pajak Kendaraan Bermotor. 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

d. Pajak Air Permukaan. 

e. Pajak Rokok. 

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari : 

a. Pajak Hotel. 

b. Pajak Restoran. 

c. Pajak Reklame. 
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d. Pajak Penerangan Jalan. 

e. Pajak Hiburan. 

f. Pajak Parkir. 

g. Pajak Air Tanah. 

h. Pajak Sarang Burung Walet. 

i. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

k. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

3. Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 

4. Jenis pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak 

dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan 

dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

5. Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi 

tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak untuk daerah provinsi dan pajak 

daerah kabupaten/kota. 

 

2.4 Pajak Air Permukaan 

 

2.4.1 Pengertian Pajak Air permukaan 

Pajak Air Permukaan (PAP) adalah pajak atas pengambilan dan  atau 

pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat 

pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut 

maupun darat.  
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Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/ atau pada sumber 

air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan 

penghidupan manusia serta lingkungannya.  

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009, Pajak Pengambilan 

Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) dipecahkan 

menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Bawah 

Tanah, dimana pajak air permukaan dimasukan sebagai pajak provinsi 

sedangkan pajak air bawah tanah menjadi pajak kabupaten/kota.  

Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, 

memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, 

dan  pengendalian daya rusak air. Yang dimaksud dengan sumber daya air 

permukaan antara lain, sungai, situ, embung, ranu, waduk, telaga, danau dan 

mata air (spring water). 

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Air Permukaan Siahaan (2013:264) 

menyatakan pemungutan Pajak Air Permukaan di Indonesia saat ini 

didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi 

oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Air 

Permukaan pada suatu Provinsi adalah sebagaimana di bawah ini.  

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah.  

b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan 

Retribusi Daerah.  

c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak daerah.  
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d. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah 

yang dipungut berdasarkan peraturan Kepala Daerah atau dibayar sendiri 

oleh Wajib Pajak.  

e. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang P3AP.  

f. Keputusan gubernur yang mengatur tentang P3AP sebagai aturan 

pelaksanaan peraturan daerah tentang P3AP pada provinsi dimaksud. 

 

2.4.2 Subjek Dan Wajib  Pajak Air Permukaan 

Subjek  pajak dan wajib pajak air permukaan menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

adalah: 

1. Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang 

melakukan pengambilan dan / atau pemanfaatan air permukaan  

2. Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang 

melakukan pengambilan dan / atau pemanfaatan air permukaan.  

 

2.4.5 Objek Pajak Air Permukaan 

Objek pajak air permukaan adalah pengambilan dan atau pemanfaatan 

air permukaan. Pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan adalah 

pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan yang digunakan oleh 

orang pribadi atau badan untuk bebagai macam keperluan, antara lain 

konsumsi perusahaan, perkantoran, dan rumah tangga. 

1. Objek Pajak Air Permukaan adalah : 

a. Pengambilan air permukaan; 

b. Pemanfaatan air permukaan; dan 
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c. Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. 

2. Dikecualikan dari objek PAP, yaitu : 

a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar 

rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat dengan tetap 

memperhatikan kelestarian lingkungan; dan 

b. Pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan 

perkebunan rakyat, dan kehutanan rakyat, usaha sosial, instansi pemerintah, 

tempat ibadah, pemadam kebakaran, pendinginan senjata/keamanan dengan tetap 

memprihatikan kelestarian lingkungan. 

 

2.4.6 Dasar Pengenaan dan Tarif Perhitungan  

Dasar Pengenaan Pajak air permukaan menurut Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 23 adalah Nilai 

perolehan air yang dinyatakan dalam rupiah, yang dihitung dengan 

mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut: 

1. Jenis sumber air permukaan; 

2. Lokasi sumber air permukaan; 

3. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan; 

4. Volume air permukaan yang diambil dan/atau dimanfaatkan yang diambil 

dan/atau dimanfaatkan; 

5. Kualitas air permukaan; 

6. Luas areal tempat pengambilan air permukaan; 

7. Musim pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan; dan  
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8. Tingkat kerusakaan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan 

dan/atau  

9. pemanfaatan air permukaan. 

 

Kontribusi Pajak Air Permukaan  

Kontribusi adalah suatu alat untuk mengukur tingkat kontribusi yang diberikan 

oleh Pajak Air Permukaan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Untuk 

menghitung kontribusi maka menggunakan rumus sebagai berikut:  

Kontribusi PAP  =   Realisasi Pajak Air Permukaan x 100 % 

 Realisasi Pendapatan Asli Daerah 

 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2019 Tentang 

petunjuk pelaksanaan pemungutan dan tata cara menghitung pajak air permukaan 

di provinsi lampung dan Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 

sebesar 10% (sepuluh persen).  

Rumus menghitung PAP : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif x NPA (Nilai Perolehan Air) x Volume Air yang dihitung 
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BAB III 

METODE PENULISAN 

 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis memperoleh informasi yang bersumber dari : 

1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Lampung tentang pendapatan Pajak Air Permukaan dan 

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung 2020-2022. 

2. Data Sekunder 

Yaitu Data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada secara tidak langsung. 

Metode ini merupakan sumber yang memperkuat masalah yang akan dibahas 

dengan teori yang sudah ada melalui buku, internet, dan data perundang-

undangan yang berlaku. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data  

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan akhir ini  

terdiri dari : 

1. Wawancara 

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka 

dan tanya jawab langsung antara penulis dan narasumber. 

2. Studi  Literatur 

Yaitu penulis mengumpulkan data-data atau informasi melalui buku-buku 

referensi dan undang-undang tentang pajak air permukaan. 
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3.3 Lokasi Kerja Praktik 

 

3.3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

 

Kerja Praktik dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Lampung yang berada beralamat di  Jl. Sultan Hasanudin No.45, Gn. MAS, Kec. 

Tlk. Betung Utara, Provinsi Lampung, Lampung 35221. Waktu kerja praktik 

dilaksanakan pada tanggal 04 januari 2023 s.d 10 Februari 2023 di Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. 

 

3.3.2 Gambaran Umum BAPENDA Lampung 

 

Dasar hukum pembentukan Badan pendapatan daerah Provinsi Lampung : 

1. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan 

perangkat daerah provinsi lampung. 

2. Peraturan Gubernur Nomor 56 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan 

organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Badan Pendapatan daerah provinsi 

Lampung. 

3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 tahun 2020 Tentang perubahan atas 

peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 tahun 2021 tentang pembentukan, 

organisasi dan tata kerja cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah 

pada perangkat Daerah Provinsi. 
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3.3.3 Profil Singkat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung  

Dasar Hukum Pembentukan Badan pendapatan daerah Provinsi Lampung : 

1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan 

perangkat daerah provinsi lampung. 

2. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Pendapatan daerah 

Provinsi Lampung. 

3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan 

atas peraturan gubernur lampung Nomor 10 Tahun 2021 Tentang 

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan unit 

pelaksanaan Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Provinsi. 

 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tersebut maka Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Lampung adalah merupakan unsur Pemerintah Provinsi yang 

antara lain diberi kewenangan sebagai pengelola pungutan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan sekaligus sebagai koordinator di Bidang Pendapatan Daerah. 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sebagai berikut : 

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah, membawahi : 

a. Kepala Badan 

b. Sekretariat 

c. Bidang Pajak 

d. Bidang Non Pajak 

e. Bidang Pembinaan dan Pengendalian 
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f. Bidang Pegembangan Informasi Pendapatan 

g. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) 

h. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

3.3.4 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 

 

Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 

“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA” 

(aman, berbudaya, maju dan berdayasaing, sejahtera) 

 

Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai. 

2. Mewujudkan “good govermance” untuk meningkatkan kualitas dan 

pemerataan pelayanan publik. 

3. Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan 

kaum difabel. 

4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan 

konektivitas wilayah. 

5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah 

pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan. 
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3.3.5  Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 
 
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 

NOMOR :  59  TAHUN  2021 

TANGGAL :  31  DESEMBER  2021 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bapenda

 

3.3.6 Tugas Pokok dan Fungsi  

Sesuai dengan peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 

tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja 

perangkat daerah provinsi lampung. Tugas pokok dan fungsi Badan 

Pendapatan Daerah, disebutkan: 

1. Badan  Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian 

urusan pemerintah provinsi di bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi 

yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas 

lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, 

Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan 

standar/pedoman; 

b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitas, 

monitoring, evaluasi,dan pelaporan dibidang pendapatan daerah; 

c. Pelaksanaan penyelenggaran pungutan daerah dan pusat yang 

pelaksanaannya diserahkan kepada provinsi; 

d. Pelaksanaan peningkatan dan fasilitasi pendapatan daerah; 

e. Pelaksanaan pengaturan teknis pungutan daerah dan pungutan pusat 

yang urusannya diserahkan kepada provinsi; 

f. Pelaksanaan pengaturan teknis pungutan daerah dan pungutan pusat 

yang urusannya diserahkan kepada provinis; 

g. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen pendapatan 

daerah; 

h. Pembinaan, Pengendalian. Pengawasan, dan Koordinasi. 

 

3.3.7 Tugas pokok dan fungsi kepala badan 

 

       Kepala badan pendapatan daerah mempunyai tugas memimpin, 

mengendalikan, dan mengkoordinir pelaksanaan tugas badan dibidang 

pendapatan berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas 

dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan perndang-undangan yang 

berlaku.  
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala badan pendapatan 

daerah mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan 

standar/pedoman badan pendapatan daerah.  

b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, 

monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendapatan daerah. 

c. Pelaksanaan penyelenggaraan pungutan daerah dan pusat yang 

pelaksanaannya diserahkan kepala provinsi. 

d. Pelaksanaan peningkatan dan fasilitas pendapatan daerah. 

e. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pumugutan daerah. 

f. Pelaksanaan pengaturan teknis pungutan daerah dan pungutan pusat yang 

urusannya diserahkan kepada provinsi. 

 

3.3.8 Tugas Pokok dan fungsi sekretariat 

 

       Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan 

serta memberikan pelayanan teknis administrasi umum, organisasi, 

tatalaksana, perencanaan dan evaluasi pengelolaan urusan keuangan, 

kepegawaian, hubungan masyarakat, rumah tangga dan perlengkapan serta 

urusan lain yang tidak termasuk dalam tugas bidang. 

Sekretariat mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi 

penyusunan program serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program. 
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b. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian, dan koordinasi 

pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga dinas, perlengkapan, 

tatalaksana, dan peraturan perundang-undangan. 

 

3.3.9 Sub bagian umum dan kepegawaian  

 

      Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas 

menyelengarakan pelayanan, koordinasi dan kearsipan, pembinaan/ 

pengendalian dalam urusan surat- menyurat, kerumahtanggan, ketertiban, 

perpustakaan, administrasi perlengkapan, pengembangan dan mutase 

pegawai, tata naskah serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua 

unit di lingkungan badan pendapatan daerah. Rincian tugas sub bagian umum 

dan kepegawaian, adalah sebagai berikut: 

a. Melaksanakan dan menyiapkan kegiatan surat-menyurat dan alat tulis 

kantor 

b. Melaksanakan dan menyiapakan bahan pembinaan kegiatan kearsipan, tata 

naskah badan, dan perpustakaan 

c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan rumah tangga badan 

pendapatan daerah provinsi lampung. 

d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan keprotokolan dan 

hubungan masyarakat. 

e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan verifikasi terhadap bahan 

penyusunan, perumusan dan pedoman bentuk fomulir, kartu dan lain-lain 

keperluan administrasi pemungutan pendapatan asli daerah. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka Analisis Kontribusi 

Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Lampung pada Tahun 2020-2022 dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Pendapatan Pajak Air Permukaan di Provinsi Lampung  dari tahun 

2020 sampai dengan tahun 2022 setiap tahunnya selalu mengalami 

peningkatan karena wajib pajak yang selalu bertambah dan rutinnya 

petugas untuk melakukan sosialisasi ke daerah yang mempunyai 

potensi air permukaan. 

2. Jumlah target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020-

2022 cenderung meningkat, meskipun realisasinya belum mampu 

mencapai target yang ditetapkan pemerintah provinsi Lampung. Pada 

tahun 2020 persentase pencapaian terhadap target sebesar  95,95%, 

tahun 2021 persentase meningkat sebesar 97,40%,  kemudian di tahun 

2022 persentase pencapain meningkat lagi yakni sebesar 97,57% . 

3. Kontribusi yang diberikan Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020-2022 cenderung mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2020 dan 2021 menyumbang kontribusi 

sebesar 0,0017% terhadap PAD. Dan meningkat menjadi 0,0019% 
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kontribusi terhadap PAD di tahun 2022 . Meskipun ,terjadi peningkatan 

pendapatan PAP dan peningkatan kontribusi terhadap PAD presentase 

kontribusinya masih termasuk dalam kategori sangat kurang dalam 

berkontribusi terhadap PAD. Akan tetapi, jika dilihat dari 

perkembanganya sebenarnya PAP memiliki potensi yang bagus untuk 

dikembangkan dan meningkatkan kontribusinya terhadap PAD, karena 

nya diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat 

untuk meningkatkan pendapatan Pajak Air Permukaan melihat PAD 

memiliki peranan yang besar untuk kesejahteraan suatu daerah.  

5 .2 Saran 

1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung diharapkan dapat 

meningkatkan lagi upaya pemungutan Pajak Air Permukaan agar 

realisasi yang diberikan ditahun berikutnya dapat melebihi target 

yang ditetapkan.  

2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung juga melakukan 

peningkatan terhadap pemungutan pajak dengan memeriksa, 

mengawasi, dan mengadakan razia secara berkala terhadap wajib 

pajak maupun potensi yang ada dan perlu ditingkatkannya sarana 

dan prasarana bagi petugas khususnya untuk menjangkau daerah-

daerah yang ada di pedalaman . 

3. Bagi wajib pajak dan seluruh lapisan masyarakat diharapkan 

memiliki kesadaran yang besar akan pentingnya membayar pajak 

untuk pembangunan daerah. 
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